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satu 1ni tidak mempunyai ikatan perjanjian hukum yang jelas sehingga sewaktu-
waktu dapat diberhentikan karena ada droping guru negeri bam,
Hasil wawancara dengan salah seorang Guru Sekolah Dasar diketahui
scbagai berikut;
Beberapa tahun terakhir' di Kabupaten Sintang terhembus beberapa isu
bahwa akan terjadi mutasi besar-besaran untuk guru-guru di wilayah
Kabupaten Sintahg. Atas hal itu. sebagian gumi meresahkan hal ini, dan
terdapat pulasssebagian.gumyy yang omenyambuts baik. Mereka yang
menyambut baik adalah guru-guru yang telah 5 (lima) tahun lebih mengajar
di kecamatan terjauh di Kabupaten Sintang, agar bisa diberikan kesempatan
untuk pindah.tugas. mengajar di, wilayah kecamatan.dekat dengan Ibukota
Kabupaten Smtang. Akan tetapi, bagi kalangan guru sepuh, isu demikian
justru menjadi tekanan psikologis baginya. Padahal mutasi adalah
konsekuensi_logis bagi scorang guru.selaku PNS, karena ketika menjadi
PNS sudah ‘disodon pernyataan siap ditempatkan dimanapun di seluruh
Indonesia.

Berdasarkan informasi diketahui bahwa, besar keinginan sebagian guru
untuk mendapatkan‘penyegaran dalam tugas. Sebahiknva, tidak sedikit pula yang
memandang bahwa mutasi yang akan dilakukan tersebut justru.akan mengganggu
konsentrasinya dalam.menjalankan tugas-tugas pendidikan dan pengajarannya,
karena dinilai di lokasi kerja sekarang telah menetap dan telah memiliki
kemapanan hidup bersama keluarganya. Akibatnya, tidak kurang kritik pedas
yang dilontarkan kepada bagian kepegawaian menyangkut masalah mutasi, seperti
ketidakadilan ataupun keterbukaan pihak pengambil keputusan dalam proses ini.
Jika demikian halnya maka pertanyaan mendasar yang perlu dikemukakan apakah

memang demikian hainya, ataukah pihak guru selaku PNS memang enggan
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berubah karena sudah merasa _nyaman‘ dengan kondisi sekarang menjadi guru
yang bertugas di Kota Sintang dengan tidak lagi memiliki keinginan untuk
meningkatkan kemampuan dan keterampilannya ditempat kerja yang baru.
Padahal tantangan baru di tempat keja baru memungkinkan perolehan
pengalaman baru.

Keengganan. umtuk mendapatkan tantangan baru di tempat kerja yang
baru, umumnya melanda guru-guru senior yang telah lama mengabdi dan menetap
di Kota Sintang.Haliniberbeda jdenganguru-gurummuda yang selalu
menginginkan tantangan dan pengalaman bare yang justru berharap agar terjadi
rotasi, jika tidak ‘selalu melakukan pengajuan pindah tugas Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa gfektivitas pengajuan pindah kerja atau diistilahkan sebagai
mutast pindah lebih didasarkan atas kepentingan guru selaku PNS yang
bersangkutan, sedangkanistilah mutasi debih didasarkan ‘atas kebijakan yang
berasal dari atasan langsungidalam bentuk kebifakan—secara (op down -untuk
segera ditaatl.

Perihal menilai efektivitas mutasi sebagaimana penelitian ternyata tidak
efektif dilaksanakan, karena terdapat beberapa sikap yang menunjukkan
penolakan atas kebijakan mutasi tersebut, karena banyak kalangan guru yang
berada di Kota Sintang maupun di kecamatan sekitarnya, menilai bahwa kebijakan
mutasi di tempat kerja yang baru udak sesvair/tidak memenuhi harapannya,

sehingga dalam konteks penelitian ini dikonsepkan sebagai berikut: (a) Penolakan
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mutasi atas dasar pertimbangan waktu yang diperlukan unfuk menyesuaikan diri,
upaya ekstra untuk belajar kembali, kemungkinan timbulnya situasi vang kurang
diinginkan, seperti penurunan tingkat ketrampilan, serta kerugian ekonomi yang
ditimbulkan oleh perubahan dan yang direncanakan semula atas usulan pindah
tugasnya;, (b} Penolakan berdasarkan faktor psikologis, dan ini merupakan
penolakan yang dilakukan berdasarkan emosi, sentimen, dan sikap. Seperti
kekhawatiran akan sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya, rendahnya toleransi
terhadap perubahan; iidak-menyukai; punpinan-atau-agen perubahan yang lain,
rendahnya kepercayaan terhadap pihak lain, kebutuhan akan rasa aman; dan (3)
Penolakan terjadi karena beberapa alasan antara lain konspirasi yang bersifat
politis, bertentangan dengan_nilai_kelompek, kepentingan pribadi, dan keinginan
mempertahankan hubungan (relationship)yang terjalin sekarang.

5. Aspek Efisiensi Penempatan dan Pemindahan Guru Sekolah Dasar
Negeri

Penentuankebutuban jumlah gury disuatu dacrah-memang telah banyak
dilakukan, namun penentuan tersebut-periu ditinjau kembali untuk melihat
kecenderungan yang ada, apakah dengan menggunakan pendekatan jumlah mund
ataupun dengan menggunakan pendekatan jumlah kelas dan alokasi serta jam
mengajar minimal yang ada. Hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan
keadaan aktual yang ada. Kebutuhan guru bidang studi dihitung dengan

memperhatikan jumlah jam belajar Bidang Studi sesual kurikulum dan kewajiban
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guru untuk mengajar sekurang-kurangnya 24 jam seminggu sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru selain jumiah kelas
yang ada.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam penentuan kebutuhan
guru adalah dengan mengkaji distnbusi dan alekasi jam mengajar guru dalam
melaksanakan kewajiban belajar mengajar yaitu 24 ‘jam per minggu. Hasil
wawancara dengan salah seorang Guru Sekolah Dasar diketahui sebagai berikut:

Kebutuhan guru sangat penting untuk diketahui; terlebih,lagi dengan adanya
kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan yang dikeluarkan oleh pemerintah
demi peningkatan kesejahteraan guru dengan tuntutan tercapainya standar jam
mengajar sesual.dengan spesialisasi Bidang Studi_yang harus dicukupi pada
{fap minggunya.

Kenyataan yang ada, banyak guru yang tidak mampu memenuhi ketentuan
jam mengajar tersebut, dengan Kata lain fidak tercapainya jam mengajar minimal
dalam proses belajar mengajar yang ditempuh tersebut: Terdapat pula kasus guru
yang mengampu Bidang Studi yang bukan menjadi keahlian dari guru tersebut.
Salah satu persoalan klasik dalam dunia'pendidikan di Indonesia adalah distribust
guru yang tidak merata. Distribusi guru yang tidak merala terutama d: daerah
terpencil, memaksa guru untuk mengajar lebih dar1 satu mata pelajaran bahkan
mengajar lebih dari  satu  kelas. Pembelajaran ini  senng disebut
multigradeteaching (MGT) atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah

pembelajaran kelas rangkap. Ciri khas pembelajaran ini adalah guru dalam waktu

bersamaan menghadapi dua atau lebih tingkatan kelas yang berbeda dalam satu
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ruangan. MGT dapat diterapkan karena berbagai alasan, misalnya letak geografis
yang sulit dijangkau, keterbatasan ruang kelas, kekurangan tenaga guru, jumlah
siswa yang relatif sedikit, guru yang berhalangan hadir atau mungkin faktor
keamanan dan keadaan darurat seperti di daerah pengungsian karena peristiwa
bencana.

Berdasarkan keterangan ini kiranya beralasan bahwa kepada guru yang
mengajukan kepindahan dapat dikabulkan, manakala alasan yang disampaikan
dinilai logis dan guru yang bessangkutan memiliki catatan-catatan baik selama
bertugas di tempat kerja asal. Hal itu pun menurut Kepala BKD Kabupaten
Sintang dapat dilakukan manakala ter)adi luang formas: di sekolah-sekolah yang
hendak dijadikan tempat tugasnya yang baru. Diketahui juga bahwa, manakala
sistem tata kelola atas pelaksanaan rotasi sehubungan lokasi tugas guru berjalan
secara baik, maka persoalan tentang pengajuan pindah lokasi kerja oleh guru
dinilai dapat diminimalisir Mengingat rotasi kerja juga memberikan manfaat bagi
guru itu sendiri. Sebagaimanashalnya dikemukakan salah seorang guru selaku
PNS yang dulunya pernah mengabdi selama 10 tahun di kecamatan terjauh di
wilayah Kabupaten Sintang, dan kimi telah bertugas di Ibukota Kabupaten
Sintang,

Minimnya kesempatan bagi guru yang bertugas di beberapa kecamatan
terjauh di wilayah Kabupaten Sintang, praktis memudarkan kesempatan guru

untuk menjalani profesinya secara profesional. Hal tersebut dikarenakan lemahnya
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sistem tata kelola rotasi atas lokasi kerja guru. Padahal manakala lokasi kerja guru
diberlakukan secara baik-—sebagaimana komitmen guru sebelum diangkat
menjadi PNS, vyaitu bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI, maka akan
memberikan manfaat tersendiri juga bagi guru, yaitu berupa: (a) memperiuas
pengalaman dan kemampuan guru, karena dengan banyaknya perpindahan guru
selaku PNS, maka dapat dipastikan yang bersangkutan akan memiliki banyak
pengalaman. Pengalaman tersebut, diharapkan akan meningkatkan kemampuan
baik pengetahuan maupun keterampiian; dan (b) Menghilangkan hambatan
psikologis guru, karena rotasi akan dapat memberikan kesegaran baru bagi guru,
Rasa jenuh dan depresi yang menghimpit karena kelamaan bekerja pada lokasi
kerja lama diharapkan. akan hilang, setelah dilakukan rotasi. Suasana kerja baru
diharapkan dapat memicu meotivasi unfuk maju dan mendatangkan tingkat
produktivitas kerja yang lebih baik lagi. Tantangan=tantangzan baru dari tugas di
lokasi kerja baru, diharapkantakan mendorongryang bersangkutan untuk bekerja
lebih giat lagi.
Hasil wawancara dengan salah seorang Guru Sekolah Dasar diketahui
sebagai berikut:
Besarnya minat guru untuk mengajukan mutasi atau pindah lokasi kerja
terutama bagi guru-guru yang telah lama mengabdi kecamatan terjauh di

Kabupaten Sintang merupakan akumulasi dampak/ckses tidak terpolanya
rotasi kerja guru secara baik.
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Didasarkan atas hasil wawancara tersebut, yaitu mengenai evaluasi mutasi
guru selaku PNS, khususnya upaya meminimalisir besarnya minat guru untuk
pindah ke tempat kerja atau sekolah yang diinginkan, yaitu di Kecamatan Sintang
selaku [bukota Kabupaten Sintang, atau di beberapa kecamatan di sekitarnya,
kiranya Pemeriniah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sintang, perlu dirckomendasikan strategi kebijakan rotasi
gunﬁ

Artinya bahwa rotasi peilu diadopsi-menjadi suatu kebijakan dalam sistem
penyelenggaraan kepegawaian, khususnya terhadap guru selaku PNS. Agar
kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik, maka periu diajukan beberapa
pemikiran sebagaimana penelitian yang telah dilaksanakan, atau setidaknya dapat
dikatakan sebagai strategi sebagai berikut: (a) Kebtjakan rotasi perlu diformalkan
dalam sebuah kebijakan;-bisa dalam beniuk Perda-Kabupaten Sintang maupun
Keputusan Bupati Sintang;(b) Perlu adanyarsesialisasi yamg terus menerus
mengenai kebijakan rotasi tersebut ‘aleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang,
khususnya melalui UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang
yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Sintang; (c¢) Seluruh guru
selaku PNS harus menerima kebijakan rotasi tersebut, karena selaku aparatur
negara tentunya harus selalu siap ditempatkan pada posisi/jabatan maupun lokasi
kerja berbeda; (d) Para pimpinan sekolah harus rela melepas anak buah terbaiknya

untuk pindah dari lingkungan kerjanya, ke unit kerja lainnya; dan (e) Semua
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stakeholders di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Stntang maupun di
luar dinas tersebut harus memiliki persepst yang sama akan kebaikan konsep
kebijakan rotasi, sebagai antisipasi terjadinya diskriminasi dan proses mutasi yang
lebih bemuansakan subyektivitas, karena sarat dengan kemginan dan permintaan
untuk mendapatkan keuntungan atas penempatan ok asi kerja yang lebih baik.

Ada beragam alasan yang melatarbelakangi keinginan guru selaku PNS di
lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, khususnya
yang bertugas di-beberapa kecamatan jauh.di-Kabupaten Sintang tersebut untuk
berpindah tugas. Beberapa alas an tersebut antara lain pengembangan Kkarir,
penyegaran, keluarga, dan menambah wawasan. Berdasarkan informast diketahui
bahwa, ada beberapa_pertimbangan yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sintang untuk menentukan apakah usulan mutasi tersebut
diterima atau tidak. Beberapa pertimbangan yang diperhatikan antara lain
pengalaman, kompetensi, danykecacokan dengan kebutuhan guru selaku PNS di
sekolah-sekolah yang ada Keeamatan Sintang atau di kecamatan lain disekitamya.
Untuk mengetahui kompetensi serta pengalaman, Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sintang menetapkan bahwa setiap guru yang ingin pindah
tugas tersebut wajib melalui tes wawancara, selain prosedur admimstratif yang
harus dipenuhi sebelumnya.

Diketahui juga bahwa, selain syarat mutasi yang ketat, sebenamya syarat

mutasi harus melalui persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Per pust akaan Uni versitas Ter buka



Kol eksi

97

Kabupaten Sintang selaku pejabat yang mewakili Bupati Kabupaten Sintang.
Tanpa persctujuan tersebut maka guru yang mengajukan pindah tugas tidak bisa
mengajukan permohonan mutasi. Persoalan lainnya sehubungan pindah
tugas/mutasi yang dapat dijadikan alasan sebenarnya, bahwa pengajuan pindah
tugas Kerap terjadi karena gurn masuk menjadi PNS dan bersedia ditempatkan di
kecamatan terjauh berdasarkan formasi saat penerimaan CPNS hanya sebagai batu
loncatan. Setelah memenuhi batas waktu dan diperbolehkan untuk pindah, guru
tersebut langsung mengajukan-pindah ke Ibukota Kabupaten Sintang atau di
beberapa kecamatan sekitamya. Akhimya sekolah-sekolah yang berada di
kecamatan terjauh dalam wilayah Kabupaten Sintang kehilangan formasi, dan itu
sangat disayangkan karena peran guru dalam_pengabdiannya itu menyangkut
pelayanan kepada masyarakat.
Hasil wawancara..dengany Kepala® Bidang.«Pendidikan Dasar Dinas
Pendidikan dan K ebudayaaf'Kabupaten Sintangsebagai berikut;
Cara mengurus/muiast guru selaku/PNS, baik pindah antar kecamatan, antar
kabupaten dan antar Propinsi.“Hal pertama yang mesti diperhatikan adalah
alasan permohonan mutasi kita. Dan tentu perpindahan atau mutasi kita akan
lebih meningkatkan kinerja kita tentunya. Mengenai alasan untuk pindah
tugas memang harus tepat dan bisa diterima oleh pimpinan kita, namun yang
terpenting yang harus diperhatikan adalah kita mesti mencari dulu tempat
tugas baru yang lowong dan membutuhkan kita, misalnya anda seorang guru
kelas ingin pindah tugas dari SDN kecamatan A ke kecamatan B, maka anda
harus memperhatikan, apakah SDN Kecamatan A yang akan anda
tinggalkan tidak akan terganggwkekurangan guru kelas, jika anda

meninggalkannya, dan juga apakah SDN di kecamatan B memang
membutuhkan kelas.
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Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sebagai berikut:

Jika itu sudah terpenuhi, silahkan mengurus mutasi. Hal lain yang mesti
anda perhatikan adalah menerapkan aturan bahwa PNSnya harus mengabdi
sekian tahun, misalnya S tahun, 7 tahun, 10 tahun untuk bisa mengajukan
mutasi, dan jika wilayah tempat anda berdinas sekarang ini memberlakukan
aturan itu, dan anda belum cukup tahun wntuk mutasi, jangan coba-coba
mengusul pindah tugas, karena itu tidak akan dikabulkan.

Berdasarkan keterangan im dapatlah dipahami-bahwa, pengajuan mutasi
untuk pindah tugas harus didasarkan atas kebutuhan, dan ada formasi luang untuk
dapat ditempati. Jadi, peran BKPSDM Kabupaten Sintang hanya melakukan
fungsi seleksi dan fasilitasi; sedangkan peluang pindah-fugas ada pada pihak
sckolah, baik sekolah yang akan ditinggalkan maupun sekolah yang di tuju atau
yang akan ditempati.

Berkenaan kelengkapan permohonan mutasi tugas tersebut, diketahui
puluhan guru selaku PNS vyang sebelumnya bertugas di-kecamatan terjauh
Kabupaten Sintang.pindah ke Ibukoia Kabupaten Sintang atau di kecamatan
sekitarnya, tanpa diimbangi dengan‘jumiah yang masuk. Terhitung bahwa yang
pindah, dan paling banyak ke Ibukota Kabupaten Sintang atau ke kecamatan
sekitarnya, didasarkan atas berbagai macam alasan agar lolos mendapat
persetujuan pindah. Untuk pindah, seorang PNS harus mengajukan persyaratan, di

antaranya surat rekomendasi atasan, juga laporan mutu dan tempat tugas asal.

Kondisi demikian tentunya semakin memperburuk kondisi pelayanan publik

Per pust akaan Uni versitas Ter buka



Kol eksi

99

khususnya di bidang pendidikan pada sekolahsekolah yang ditinggalkan, sebab
pada posisi saat im saja, kinerja PNS di kecamatan terjauh dalam wilayah
Kabupaten Sintang masih belum baik, apalagi semakin berkurang sehingga
menambah denta panjang pelayanan publik khususnya kinerja sekolah tersebut.
Terlihat bahwa, pengajuan pindah lokasi kerja yang diusulkan oleh guru
selaku PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siniang
juga tidak bisa dinilai sebagai demosi, karena demosi merupakan tindakan penalti
dalam bentuk penurunan- pangkat-atau-dengan pangkai ietap tetapt sebagian
tunjangan tidak diberikan. Hal int dilakukan pimpinan kalau seseorang yang
walaupun sudah mengikuti pelatihan dan pembinaan persoanal namun tetap saja
bekerja dengan kinerja jauh di_bawah standar organisasi dan berkelakukan tidak
baik. Jika bukan sebagai mutasi maka juga bukan pula sebagai rotasi, karena atas
dasar pengajuan pindah tgas berarti ada kesiapan.untuk menjalani kondis: kera
di tempat yang baru manakala usulan kepindahannya tersebut mendapatkan
persetujuan. Mengingat umumnya rotasl akan™dapat menimbulkan kecemasan
kalau perpindahan tempat pekerjaan tidak dijelaskan alasannya dan membuat yang
bersangkutan bekerja dengan tidak nyaman. Atas dasar analisis masalah yang
dilakukan sehubungan kondisi faktual di lapangan, berkenaan mutasi pindah atas
usulan guru selaku PNS tersebut, bisa percuma atau tidak efisien disetujui
manakala tidak ada efek pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan karr

dari guru bersangkutan.
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Sepanjang penelitian yang dilaksanakan menunjukkan, bahwa mutasi yang
didasarkan atas keinginan guru selaku PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sintang tersebut, masih terbilang jauh dari penilaian
efisiensi mulasi, karena masih jauh dari beberapa harapan yang meski dicapai
organisasi kerja melalul dinas terkait, selain hanva untuk memenuhi hasrat
psikologis guru, sebagaimana alasan yang disertakan bersamaan usulan untuk
kepindahan iokasi kerjanya itu. Beberapa hal penilatan yang dinilai masih jauh
dari pertimbangan efisiensimutasi sebagai- sebagatmana berikuf:

a. Mutasi dan rotasi sebagai kebijakan yang musti diterapkan secara periodik
oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, diketahui belum berlangsung
efisien. Padahal antara mutasi dan rotasi aparatur, merupakan bagian integral
dari sistem keorganisasian. Mutasi dimaksud tidak efisien karena didasarkan
atas pertimbangan usulan gwrs itu sendin_untukepindah lokasi kerja yang
baru, dan dinilai tidak didasarkan pada_perencanaan strategis, kriteria dan
indikator vyang terukur;w.dan prospektif pada pengembangan kualitas
sumberdaya guru serta karimya. Karena itu sebelum BKD Kabupaten Sintang
melakukan menyetujui proses atas permintaan guru bersangkutan ada baiknya
diketahui terlebih dahulu pemetaan potensi, performa dan perilaku guru
bersangkutan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, sehingga dalam

pelaksanaannya dianggap telah menggunakan prosedur operasi standar.
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b. Penetapan mengenai perlu tidaknya disetujui permintaan pindah kerja

sebagaimana diusulkan guru bersangkutan meskipun telah dilengkapi dengan
segala persyaratannya, namun kurang disertai dengan pertimbangan penilaian
kinerja sckolah yang ditinggalkan sekolah asal tugas guru bersangkutan
manakala di sekolah tersebut telah pindah. salah salah seorang gurunya.
Pertimbangan kinerja sekolah tersebut dimilai perlu untuk tercapainya
kesinambungan pelayanan publik, Realitas penelitian menunjukkan hal
demikian biasanya-belum menyiapkan guru-iamn.sebagai pengganti. Oleh
karena itu, atas kondisi demikian perlu menjadi pertimbangan dari unsur
pimpinan terkait persetujuan mutas: pindah itu agar tidak terjadi kekosongan

gur.

. Proses memutuskan perlu tidaknya menyetujui mutasi atas usulan guru selaku

PNS di lingkungan - Dinas Pendidikan Kabupaten " Sintang, umumnya
didasarkan pendekatan wyang berasumsikan bahwa asumsi semua kondisi
menimbulkan kontra produktif. Jadi, mutast bisa dilakukan manakala guru
tersebut memang sudah tepat memperoleh promosi dalam rangka kenaikkan
jenjang karir. Atau mutasi dilakukan dalam rangka demosi karyawan.

Berdasarkan penilaian tentang mutasi diketahui tidak efisien, karena

banyak usulan pindah kerapkali menimbulkan tumpang tindih dalam keberagaman
motif permintaan atas tujuan yang sama. Artinya, permohonan guru agar bisa

pindah kerja ke Ibukota Kabupaten Sintang, atau di beberapa kecamatan yang ada
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di sekitarnya tidak dapat dinilai sebagai efisiensi mutasi Mengingat dalam
prakteknya bahwa mutasi baru bisa dikatakan efisien manakala berdasarkan
karakteristik, kompetensi organisasi dan kualitas guru bersangkutan (promosi).

6. Aspek Responsivitas Penempatan dan Pemindahan Guru Sekolah Dasar
Negeri

Penempatan akan sangat menentukan tingkat produktivitas guru SD.
Begitu juga dengan penempatan guru SD di Kabupaten Sintang Banyak tenjadi,
karena penempatan yang salah yaitu tanpa mempertimbangkan berbagai faktor,
motivasi guru SD menurun vang menyebabkan tingkat produktivitas menurun.
Tahap awal yang hamus diperhatikan, dalam pencmpatan guru, SD adalah orientasi.
Proses pengenalan situasi kerja kepada guru SD, balk baru maupun lama,
merupakan awal kegiatan penempatan.
Hasil wawancara..dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas
Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Siniang sebagai berikut:
Proses pengenalan_atau orientasi| guru SD di Kabupaten Sintang diawali
dengan pembekalan kepada Calon Pegawai'Negeri Sipil (CPNS) Guru SD.
Pembekalan tersebut dilakukan eleh'BKPSDM Kabupaten Sintang bersama-
sama dengan CPNS lainnya yang diterima pada formasi tahun yang
bersangkutan. Hanya saja, pembekalan yang dilakukan tersebut masih bersifat
umum, yaitu berupa penjelasan-penjelasan dan informasi mengenat kondis:
Pemerintah Kabupaten Sintang, Struktur Orgamisasi Perangkat Daerah
(SOPD), pengenalan terhadap pejabat-pejabat struktural, tata naskah dinas,
serta tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja yang ada di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sintang sebagai berikut:
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Proses pengenalan atau orientasi guru SD di Kabupaten Sintang mempunyai
tujuan utama memberi informasi umum tentang organisasi yang meliputi
kultur, norma, tradisi, hak dan kewajiban, pekerjaan dan sebagainya.
Sedangkan aspek-aspek dalam orientasi meliputi aspek organisasi, aspek
kepentingan, aspek ruang lingkup tugas, serta aspek perkenalan.

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara di atas, dapat diketahui
bahwa aspek organisasi pada program orientasi-guru SD di Kabupaten Sintang
meliputi struktur dan'tipe organisasi, pengenalan penjabat, tata ruang dan tata
letak fasilitas kerja, serta berbagai aturan-aturan yang berlaku.

Selanjutnya; mengenai aspek kepentingain guru-SD pada program
orientasi di Kabupaten Sintang diketahui aspek kepentingan guru SD  pada
program orientasi pada dasarnya mencakup hak-hak dan kewajiban dan guru SD
yang bersangkutan. Dari hasil observasi diketahui seluruh kepentingan guru SD
telah disampaikan pada saat orientas: tersebut. Kepentingan tersebut baik yang
berhubungan dengan penghasilan;jam kerja, hak.cuti; “fasilitas yang tersedia,
pendidikan dan pelatihan, serta pensiun.

Aspek ruang lingkuptugas pada program orientasi guru SD di Kabupaten
Sintang meliputi, jenis dan lokasi pekerjaan, tujuan pekerjaan dan hubungan
dengan pekerjaan atau unit lainnya. Sedangkan aspek perkenalan pada program
orientasi guru SD di Kabupaten Sintang adalah perkenalan dengan penjabat,

suvervisor (penilik sekolah), serta kepada para puru SD yang telah melaksanakan

tugas teriebih dahulu pada sekolah yang bersangkutan. Dengan adanya perkenalan
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tersebut diharapkan dapat membangun hubungan yang akrab antara guru SD yang
baru ditempatkan maupun dengan guru-guru yang lain serta penilik sekolah.
Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sebagai berikut:
Kriteria yang biasa digunakan dalam promosi guru SD di Kabupaten Sintang
adalah senioritas dan prestasi kerja. Promosi dengan menggunakan kriteria
senioritas berarii bahwa guru SD yang berhak dipromosikan adalah guru SD
yang paling lama masa bekerjanya. Namun demikian, dalam pelaksanaan
promosi gure SD tidak terlepas pula dar faktor non-teknis. Misalnya
kedekatan ‘guru SD  yang bersangkulan dengan pimpinan tertentu di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang:

Dijelaskan lebth Janmjut oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas
Pendidikan dan Keebudayaan Kabupaten Sintang sebagai berikut -

Harus diakui pula bahwa promosi dengan krileiia prestasi kerja ini sering
menimbulkan masalah bagi guru SD senior yang merasa bahwa mereka
lebih berpengalaman darpada guru SD muda yang berprestasi tinggi, namun
menimbulkan motivast.tinggt bagi guru SDedain sehingga mereka mungkin
berlomba untuk menunjukkan prestasinya.-Kelemahan sistem senioritas
adalah mengurangi motivasi.para gurg SD muda yang berprestasi, karena
mereka harus menunggu.giliran_untuk promosi. Di sisi' lain belum tentu
orang yangSenioxmemiliki prestasi yang bagus atawproduktif.

Oleh karena itulah, untuk memperkecil kelemahan dari kedua sistemn ini,
maka Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang menggabungkan sistem senioritas
dengan sistem prestasi. Penggunaan sistem prestasi kerja berartt diperlukan sistem
penilaian kinerja yang obyektif sehingga tidak menimbuikan perasaan

kecemburuan dan guru SD yang lain. Namun demikian prestasi kerja bukan satu-

satunya kriteria, perlu dianalisa pula potensi guru SD yang bersangkutan.
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Mutasi guru S dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaam
Kabupaten Sintang dengan tujuan memberi pengalaman yang berbeda kepada
guru SD, memberi pengetahuan dan keterampilan baru, atau mungkin dalam
rangka meminimaikan kebosanan yang mungkin timbul setelah sekian lama
melakukan pekerjaan yang.sama Ada juga mutasi yang dilaksanakan dalam
rangka memberi bekal kepada guru SD sehingga apabila.nanti akan dipromosikan
merecka sudah siap dalam arti mempunyai pengalaman yang beragam. Selain itu,
dengan adanya jmutasidiharapkan dapat-memberikan uraian pekerjaan, sifat
pekerjaan, lingkungan pekerjaan, dan alat-alat kerja yang cocok bagi guru SD
bersangkutan sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif pada jabatan itu.

Dasar mutasi adalah memutasikan_guru SD kepada posisi yang tepat dan
pekerjaan yang sesual, agar semangat dan prouktivitas kerjanya meningkat.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan'dan K ebudayaan Kabupaten Sintang:

Dasar/landasan pelaksanaan mutasi guni SD yang dipergunakan adalah
gabungan-sisiem meri( Sysiem dan  seniorify-system. Merit System
adalah mutasi guru™SD yang didasarkan atas landasan yang bersifat
flmiah, objektif, dan hasil presiasi kerjanya, karena: output dan
produktivitasnya meningkat, semangat kerja meningkat, jumlah
kesalahan yang diperbuat menurun; absensi dan disiplin guru SD
semakin baik; seria jumlah kecelakaan akan menunun. Seniority System
adalah mutasi yang didasarkan atas landasan masa kerja, usia, dan
pengalaman kerja dari guru SD bersangkutan.

Selanjutnya, alasan mutasi guru SD di Kabupaten Sintang pada umumnya
dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kerja guru SD, untuk menciptakan

keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan, untuk
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memerikan perangsang agar guru SD mau berupaya meningkatkan karir yang
lebih tingg;, untﬁk pelaksanaan hukuman/sanksi atas pelanggaran-pelanggaran
yang dilakukannya, untuk menyesuaikan pekenaan dengan kondisi fisik guru SD
serta untuk mengatasi perselisihan antara sesama guru SD.
Menurut Kepala Dinas’Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;
Cara yang dilakukan dalam pelaksanaan mutasi guru SD di Kabupaten
Sintang adalah-menggunakan; caraiimiah; Artinya mutasi dilakukan
dengan berdasarkan norma atau standar kriteria tertentu, seperti analisis
pekerjaan; berorientas) pada kebutuhan yang ril/nyata; berorientas: pada
formasi-nil-guru-SD; beronentasi pada tujuan yang beraneka ragam; dan
berdasarkan objektivitas yang dapat dipertanggungjawabkan”.
Sedangkan.uang . lingkup. muiasi . mencakup.. semua perubahan
posisi/pekerjaan/tempat guru SD, baik secara horizontal maupun vertikal yang
dilakukan karena alasan persona! iransfers (pemmintaan sendiri) ataupun
production iransfer (alih tugas produkiif™) di_dalam swafu organisasi. Adapun
ruang lingkup mutasi guru SDdi Kabupaten Sintang_meneakup mutasi secara
horizontal dan vertikal. Mutas: horizontal perubahan tempat atau jabatan guru SD
tetapi masih pada ranking yang ‘sama. Mutasi vertikal adalah perubahan
posisi/jabatan seorang guru SD.
Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sebagai berikut:
Sebab-sebab pelaksanaan mutasi guru SD di Kabupaten Sintang digolongkan

atas permintaan sendiri (personnel transfers) dan alih tugas produktif
(production transfers). Mutasi atas permintaan sendiri adalah mutasi yang
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dilakukan atas keinginan sendiri dari guru SD yang bersangkutan dan dengan
mendapat persetujuan dari pimpinan masing-masing.

Alasan mulasi atas permintaan sendiri yang diajukan oleh guru SD yang
paling banyak adalah alasan keluarga. Namun demikian ada juga yang
mengajukan karena alasan kesehatan serta alasan kerjasama vyaitu tidak dapat
bekerja sama dengan guru SD lainnya. Pengalihtugasan guru SD dapat terjadi
karena beberapa faktor; misainya karena pada bagian lain kekurangan dan karena
gunz SD yang sudah lama dinasnya pada suatu tempat tertentu. Sedangkan
pendekatan mutasi guru SD di Kabupaten Sintang dari segi waktu adalah
Temporary Transjer (mengalibtugaskan guru, SD ke jabatan/pekerjaan lainnya
baik horizontal maupun vertikal yang sifatnya sementara).

Aspek terakhir dalam penempatan guru SD adalah demosi. Demosi
adalah perpindahan gurasSD dart satu posisi_kesposisi lain yang lebih rendah
dengan tanggungjawab, wewenang, dan penghasilan yang teatu saja lebth rendah
pula Menurut Kepala. Dinas Pendidikan 'kabupaten Siniang, demos) merupakan
salah satu penempatan yang biasanya ‘dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sintang kepada para guru SD dianggap sebagai hukuman.,
Namun demikian, ada pula demosi diminia secara sukarela oleh guru SD yang
merasa bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu yang optimal dalam pekerjaannya

sekarang, sehingga dia merasa frustasi.
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Namun dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sintang:
Pada umumnya memang demosi dilaksanakan karena terkait dengan
pengenaan suatu sanksi disiphin guru SD. Misalnya, prestasi kerja yang
menurun, serta perilaku guru SD yang disfungsional atau tingginya tingkat
ketidakhadiran.

Penempatan guru SD sebenamya tidak berhubungan dengan faktor daerah
asal kelahiran, kelompeoks;agama aiau ¢ tnis teitentusdadi;guni dari manapun dan
etnis serta agama apapun dapat ditempatkan di mana saja di wilayah negara RL
Hal ini sangat baik terutama unfuk memelihara ikatan persatuan bangsa yang juga
menjadi tanggung jawab pendidikan. Akan tetapi, penempatan guru tanpa
memperhatikan latar belakangnya dapat menjadi pangkal dar tetap sulitnya
memecahkan masalah ketidakmerataan penyebaran guru akibat rendahnya tingkat
retensi guru sejak ‘penempatan pertama. Dari_berbagai studi diketahui bahwa
faktor asal tempat kelahiran, 'misalnya, menjad: penyebab para guru untuk

meminta mutasike. daerah asalnya; apakah itu dalam lngkup Propinsi,

Kabupaten/Kota, Atau Kecamatan.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sebagai bertkut:

Hal tersebut merupakan salah satu isu strategis yang direspons oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dalam penyusunan program yang
terkait dengan penempatan guru SD. tal ini disebabkan bahwa di
Kabupaten Sintang adalah tenaga guru SD belum terdistribusi dan
terdayagunakan secara optimal dan merata sesuai kebutuhan baik jumlah,
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spesialisasi, maupun profesionalismenya yang antara lain disebabkan
oleh belum adanya sistem pendataan dan informasi yang handal.

Secara infernal, kendala dalam perpindahan guru SD yang sering terjadi
adalah kepindahan yang tidak berdasarkan atas kepentingan dinas. Hasil
wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sintang sebagai berikut;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang telah merencanakan
formasi guru SD untuk setiap tahun anggaran, yang berarti jumlah
anggaran belanja guru SDnya telah ditetapkan. Perpindahan guru SD di
luar dinas™(atas kemauan sendirt) dengan sendirinya’ akan sulit diterima
bagi lembaga yang diinginkan olch guru SD karena tidak tersedianya dana
gaji. Sebaliknya bagi lembaga | tempat 1a bekerja, perpindahan akan
menguntungkan karena adanya kelebthan dana ™ gaji yang dapat
dipergunakann untuk menerrima perpindahan guru SD lain atau dapat pula
lowongan tersebut dipergunakann untuk menenma guru SD baru. Oleh
karenanya prosedur perpindahan guru SD di lvar kedinasan menjadi rumit
dan memerlukanjangka waktu panjang.

Selain itu, prosedur perpindahan di luar dimas memerlukan korespondensi,
baik untuk meminta persetyjuan lembaga yvang akan ditinggalkan maupun
lembaga yang diinginkan. Disamping ity perpindahan antara provins: memerlukan
persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang akan mendata keberadaan
guru SD bersangkutan. Setelah prosedur administrasi selesai, maka disusul
dengan penyelesaian administrasi keuangan dimana pada daerah asal Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) yang bersangkutan menerbitakan surat
pemberhentian pembayaran gaji untuk dipergumakan bagi KPKN daerah baru

dalam mencairkan pembayaran gaji.
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Akibat ketidaklancaran perpindahan guru SD antara daerah maka tingkat
kemampuan guru SD di masing-masing dacrah pun berbeda-beda. Bahkan pada
satu provinsi terdapat perbedaan yang mencolok antara kemampuan guru SD di
tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten. Dengan sendirinya masalah ini
inerupakan fantangan bagiotealisasi penyerahan otonomi daerah, dimana
permasalahannya tidak semata-mata ferletak pada rendahnya tingkat eselon
jabatan yang ada di Kabupaten/Kota tetapi lebih banyak disebabkan oleh masalah-
masalah sarana penunjang.yang dibutuhkan untuk-memindahkan guru SD dan
pusat dan provingi ke Kabupaten/Kota.

Secara eskternal, menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaam
Kabupaten Sintang:

Mutasi guru SD agak sedikit tertbambat apabila terkait dengan letak geografis,
terlebih dengan faktor. keluarga, Kendala-kendala lainnya adalah, formasi
tidak (belum) memungkinkan, Pengaruh senioritas; Soal etis (etika), Kesulitan
menetapkan.standar-standarigebagai kritefia untuk pelaksanaan.

Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 800/972/BKD-C dijelaskanbahwa pertimbangan dimaksud adalah dalam
bentuk rekomendasi Camat tentang persetujuan atau tidak berkeberatan terhadap
permohonan mutasi pindah atas permintaan sendiri bagi PNS daerah tersebut di

atas, termasuk Guru SD di kecamatan yang bersangkutan Rekomendasi tersebut

ditujukan kepada :
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1) Bupati Sintang u.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Sintang, bagi PNS Daerah pada Kantor Camat.

2) Kepala Dinas yang berkenaan di Kabupaten, bagi PNS Daerah pada unit
kerja lainnya diluar Kantor Camat.

Khusus untuk Guru-SD dan Kepala Sekolah Dasar yang mengajukan
permohonan mutasi pindah keluar kecamatan atas permintaan sendiri, pemberian
rekomendasi Caﬁat, setelah melalun Tim Pertimbangan Mutasi PNS Guru SD
Kecamatan. Menuiut, Camat, Sintang pemberian, iekomendasi tentang dapat
tidaknya disetujui permohonan mutasi pindah atas permintaan sendirt adalah

1) Untuk permohonan mutasi pindah keluar kecamatan yang bersangkutan.

2) Setelah mendapat persetujuan darn_atasan langsung/pimpinan unit kerja
guru SD yang bersangkutan.

3) Setelah memperhatikan temtang formasi dan besetting guru SD pada unit
kerja yang bersangkutan, dan pertimbangan kelancaran pelaksanaan tugas
pada unit kerja yang bersangkutan.

4) Dengan pertimbangan tertentu, Camat dapat berkeberatan/tidak menyetujui
permohonan mutasi pindah guru SD yang bersangkutan dengan
memberikan jawaban secara tertulis,

Untuk pelaksanaan kewenangan tentang menyetujui menandatangani
surat mutasi bagi guru SD antar Desa/Kelurahan dalam wilayah kecamatan

dijelaskan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
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Sintang  Nomor 800/972/BKD-C  bahwa yang dimaksud menyetujui dan
menandatanga: surat mutasi adalah diutamakan untuk pertimbangan menyetujui
dan menerbitkan Surat Tugas tentang mutasi pindah PNS Guru SD (tidak
termasuk Kepala SD) yang mengajukan permohonan pindah atas permintaan
sendiri, dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sebagai berikut::

Namun,demikian; dalam kondisi-terieniu-dapat dilakukan mutasi pindah
PNS Guru SD dalam wilayah kecamatan dalam rangka penataan personal
untuk kepentingan dinas dan | kelancaran pelaksanaan tugas dengan
memperhatikan dan-mempeitimbangkanformasi dan bezetting PNS Guru
SD pada unit kerja yang bersangkutan, sepanjang situasi dan kondisi
memungkinkan.

Untuk terwujudnya tertib administrasi dan pembinaan kepegawaian dalam
rangka proses mutasi pindah_bagi PNS ‘Guru. SDrdi wilayah kecamatan, baik
mutasi pindah PNS_ Guru SD aias perminfaan sendirimaupun dalam rangka
penataan personal untuk kepentingan dinas dan kelanearan pelaksanaan tugas,
ditetapkan setelah melalui pembahasan oleh Tim Pertimbangan Mutasi PNS Guru
SD Kecamatan yang bersangkutan. Tim Pertimbangan Mutasi PNS Guru SD
Kecamatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat yang bersangkutan, dengan
susunan keanggotaan sebagai benkut:

1) Camat selaku Ketua merangkap Anggota.

2) Sekretaris Camat selaku Sekretaris tidak merangkap Anggota.
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3) Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kantor Camat sebagai Anggota.

4) Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang bersangkutan sebgagai Anggota.

5) Pengawas TK/SD di Kecamatan yang bersangkutan sebagai Anggota.

Tugas pokok Tim Pertimbangan Mutasi PNS Guru SD Kecamatan
adalah sebagai berikut:

1) Mengadakan rapat Tim dalam rangka mempelajari dan membahas serta
mempertimbangakan bahan usulan permehonan pindah PNS Guru SD di
kecamatan:

a) PNS Guru SD yang mengajukan permohonan pindah atas
permintaan sendin dalam kecamatan;

b) PNS GumSD_vyang mengajukan permohonan pindah atas
permintaan sendir: keluar Kecamatan.

2) Menetapkan persetujuan atau tidak.menyetujurusulan permohonan pindah
PNS Guru SD di atas!

3) Dalam kondis: tertentw. Tim. dapat.mengadakan rapat dalam rangka
mempelajan dan membahas serta mempertimbangakan mutasi PNS Guru
SD di kecamatan dalam rangka penataan personal PNS Guru SD untuk
kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas sepanjang situasi dan
kondisi memungkinkan.

4) Membuat Berita Acara Rapat Tim, yang dilengkapi dengan Notulen rapat

Tim.
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Dalam mengajukan permohonan mutasi pindah atas permintaan sendiri,
baitk mutasi dalam kecamatan maupun keluar kecamatan, Guru SD yang
bersangkutan harus melalui prosedur dan mekanisme serta kelengkapan
administrasi kepegawaian sebagai berikut :

1) Guru SD vang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis
kepada atasan’ langsungnya/Kepala SD dengan, mencantumkan alasan-
alasan permohonan pindah yang bersangkutan.

2) Kepala SD.seielah mempelajari.dan meneliti serta. mempertimbangkan
permohonan PNS Guru SD yang bersangkutan, selanjutnya memberikan
rekomendasi/persetujuan pmdah.

3) Setelah mendapat _rekomendasi/persetujuan_dari Kepala SD, selanjutnya
PNS Gure SD yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Camat
selaku Ketua Tim-Bertimbangan Mutasi PNS-Guru'SD Kevamatan, untuk
selanjutnya dibahasy.dalam rapat Tim; dengan melengkapi bahan
persyaratan sebagal benkut :

a. Surat permohonan tertulis;

b. Rekomendasi Kepala SD,

c. Suarat Pernyataan Menanggung Biaya Pindah Sendiri;
d. Surat Keputusan Pengangkatan CPNS;

e. Surat Keputusan Pengangkatan PNS;

f. Surat Keputusan Pangkat Terakhir,
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g. DP-3 tahun terakhir;
h. Daftar Nominatif Guru pada SD yang bersangkutan;
i. KARPEG;
J. Akta Nikah (bagi yang telah menikah).
4) Tim PertrmbanganMutasi PNS Guru SD Kecamatan setelah menerima
permohonan mutasi pindah 'dari PNS Guru.SD yang bersangkutan,
selanjutnya mengadakan rapat TIM untuk mempelajari, mermbahas
dan  memperiimbangkan - permohonan yang -bersangkutan sebagai
berikut
a. Untuk permohonan mutasi pindah dalam kecamatan, apabila
dianggap layak disetujui oleh Tim, selanjutnya Camat menerbitkan
Surat Tugas mutasi pindah PNS Guru SD yang bersangkutan,
Sebaliknyaapabila permohonan mutasipindah PNS Guru SD yang
bbersangkutanudianggap belumglayak untuk disetujui oleh Tim,
maka selanjutnya.Camat imemberikan jawaban tertulis kepada yang
bersangkutan dengan mengemukakan alasan dan pertimbangan
belum dapat disetujui permohonan mutasi pindah PNS Guru SD
yang bersangkutan;

b. Untuk permohonan mutasi pmdah keluar kecamatan, apabila
dianggap layak disetujui oleh Tim, selanjutnya Camat menerbitkan

Surat Rekomendasi mutasi pindah PNS Gumu SD  yang
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bersangkutan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang. Sebaliknya apabila permohonan mutasi pindah
PNS Guru SD yang bersangkutan dianggap belum layak untuk
disetujui oleh Tim, maka selanjutnya Camat memberikan jawaban
tertulis kepada-yang bersangkutan.dengan mengemukakakn alasan
dan pertimbangan belum dapat disetujui permohonan mutasi pindah
PNS Guru SD yang bersangkutan.

Pertsmbangan. persetujuan mutasipindabh PNS. Guru SD batk yang
mengajukan’ permohonan pindah atas permintaan sendir: dalam kecamatan
maupun keluar kecamatan, Tim hendaknya memperhatikan dan
mempertimbangkan hal-hal sebagai benkut :

1) Permohonan tertulis yang bersangkutan yang memuat tentang alasan-
alasan pengajuanpermohonan mutasi pindah PNS Guru SD tersebut.

2) Rekomendasi/persefujuan dari atasan langsung PNS Guru SD yang
bersangkutan

3) Formasi dan bazetting PNS Guru pada SD yang bersangkutan, rombongan
belajar, dan pertimbangan kelancaran proses belajar mengajar pada SD
yang bersangkutan,

4) Hal-hal lain yang patut untuk dipertimbangkan.

Memperhatikan hasil penelitian sebagaimana diungkapkan di atas,

yaitu terkait Kebijakan Penempatan Dan Pemindahan Guru Sekolah Dasar
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Negeri oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, maka
memasuki Era Revolusi Industri 4.0 menuntut semua sistem berkemajuan.
Tak terkecualt yang berkaitan dengan iayanan publik. Hal tersebui sudah
scharusnya nenjadi  perhatian  pemerintah  untuk  dapat  menyesuaikan
penyelenggaraan pelayanannya kepada masyarakat dalam menghadapi Revolusi
Industn 4.0 saat int_syaitu dengan menerapkan pelayanan publik yang berbasis
Teknologi (digzital).

‘Tantangan era, distuption. 4.0, tak _hanya menginginkan pemerintah yang
bersih dan baik. tetapi pemerintah vang dekat, hadir dan bisa mencukupi
kebutuhan rakyatnya . disini peran pemernntah atau penyelenggara pelayanan
publik juga sebagai_perangsang apar semua elemen kompetitif secara sehat
menuju kualitas pelayanan. Sedangkan era 4 0 adalah era digital, dimana revolusi
industri menuntut tata kelola pemerintahan ke arah-yang penuh novasi, adaptif
dan transparan. Revolust industry| 4.0 juga menunfut pemerintah menggunakan
system digitalisasi di selurshuaspek pelayanantermasuk pelayanan penyediaan
fenaga guru,

Point mendasar dari pelavanan pubhk di era disruption 4.0 adalah
kemampuan untuk membaca setiap gerakan yang terlihat dan yang tidak terlihat,
mengantisipasi “Keterkejutan” dan kecepatan perubahan zaman serta secara sadar
mampu memenuhi keinginan pelanggan (rakyat) termasuk berani dan mampu

bersaing secara benar dan tepat .
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Kita sudah merasakan bersama bahwa perubahan pelayanan publik di era
disruption 4.0 baik adminsitrasi, barang dan jasa begitu massif. Beberapa
diantaranya transportasi publik seperti angkot dan ojek tradisional yang sekarang
diganti dengan transportasi berbasis online atau pasar tradisonal dan toko ritel
modern yang juga “terganggu” dengan jual beli oniine, pelayanan administrasi
berbasis sidik jart atat digital menjadikan layanan berbasis kertas menjadi sangat
kuno, bermunculan aplikasi vang memudahkan masyarakat, yangmana semua
fasilitas  iersebutooobisaodidapaikan.dengan.omudah hanya dengan
satu smartphone saja Int semua hanya potret kecil dart pengaruh disruption atas
pelayanan publik di masa kimidalam kaitannya dengan revolust indusirt 4.0,

pemanfaatin eknologianformast dalam setiap unsuiditata kelola pemerimiahan.

juga meripakan salah satu 'penunjang bagi aparatur sipil negara t ASNY agar fehih

bekuahtas, miovatt herdava samig, elehtif dan.efisien didalam mclaksanakan
gas-tusasnya.

Untuk  metaksanakannyg,  dibutuhkan™ sebuah  inovast vang mampu
mendukung dan mengimplementasikan ieknologi informast didalam tata kelola
pemerintahan fe-government secara mudah, efektit” dan efisien sebagal bagan
dari era Revolusi Industri 4 0. Sebab, dengan teknologi, transparansi, kecepatan,
kemudahan yang menjadi kunci pada suatu pelayanan akan terwujud, maka tidak
beran pelayanan di sektor privat/ swasta biasanya akan lebih batk karena

pemanfaatan teknologi vyang semakin canggih dalam proses pemben
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pelavanannya untuk nenjaga kepercayaan pelanggan sehingga usaba yang
dijalankan akan terus produktil.

Mestinya hal itu juga diterapkan oleh Pemerintah sebagat penyelenggara
pelayanan publik, terlebih jumlah "pelanggan" yang mengakses pelayanan di
sektor publik lebih besar dibandingkan disektor. private/ swasta. Maka apabila
Pemerintah ingin mendapatkan kepercayaan dan “pelanggan” dalam hal im
masyarakat vaity seharusnva Pemerintah mulai serius untuk memanfaatkan
teknologi digital.diera-Revotusi-industn 4.0 dalam peayelenggaraan pelayanan
publik. Sehingya bukan hanya sektor privat/swasia saja vang dapat mengambil
keuntungan dari sebuah kemajuan teknologt saat int tetapi juga disektor pubhk.

Sistemn  E-Goyernment yang merupakan upaya pemernntah dalam
mengimplementasikan pemanfaatan komputer. jaringan komputer dan teknologi
informasi uniuk “menjalankan pemeriniahan terutama pelayanan pubhk masih
sangat minim. Masib sedikit.Kementrian/lembaga maupun pemerintah daerah
yang memanfaatkan teknologi.dalam proses.pelayanan publik Padahal jika E-
Government sendiri diterapkan disetiap pemerintahan maka hal tersehut sejalan
dengan Revolust Industr1 4.0.

E-Government memiliki banyak manfaal dalam sistem berdemokrasi yang
saat ini kita terapkan diantaranya meningkatkan kecepatan komunikasi antara
pemerintah, masyarakat, swasta, maupun koordinasi antar instansi yang berbasis

internet. Selain itu untuk mewujudkan pelayanan yang transparan, meningkatkan
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akuntabilitas dari proses penyelengaraan pemerintahan | menghemat anggaran
pemerintah. serta memudahkan alur informas) vang dapat diakses secara terbuka
guna mewujudkan cita-cita good governance dan open govermment pada
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia

Mengutip pernyataan-Dunleavy saat wnemperkenalkan konsep digital
governance pada tahun 2005 sebagar pengganti New Public Management (NPM)
vang banyak diadopsi di pemenntahan mengatakan, hegitu pentingnva digital
dalam taia kelola _pemenintahan. Babkan Profesor Bidang Politik dan Kebijakan
Publik London School of Economics adn Political Science (LSE) juga
menyatakan bahwa “New Pubhk Management 1s Dead, Long Live Digital Fra
Governance”. Maka tidak lain, era digital vang saat ini kita hadapi pada Revolust
Indsutri 4.0 dalam tata kelola pemerintahan mau tidak mau harus scgera

diimplementasikan.
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.

Aspek Kecukupan. Guru kelas, guru agama dan guru penjaskes adalah tiga jenis
guru yang mutlak ada di sekolah dasar. Kecukupan Guru Kelas PNS Sekolah
Dasar Negeri masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sintang
menunjukkan kekurangan sebesar 541 orang. Untuk Guru Mata Pelajaran
Pendidikan Jasmani  menunjukkan  kekurangan sebesar 972 orang.
Sedangkan Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama menunjukkan
kekurangan sebesar 724 orang.

Aspek Pemerataan. Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 201] tentang
Penataan dan Pemerataan Guru|Pegawar Negen Sipi! ditetapkan dan
diketuarkan untuk mengatasi kekurangan kebutuhan gusu serta menata dan
memeratakan guru pada satuan pendidikan. Namun Mutasi Guru Sekolah
Dasar Negeri Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Sintang
menunjukkan antara jumiah guru yang masuk dan yang keluar
cenderung seimbang jumlahnya. Hal ini tentunya menyebabkan masih

terjadinya ketidakmerataan guru-guru di wilayah kecamatan.

121
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3. Aspek Ketepatan. Relevansi Latarbelakang Pendidikan Terhadap Ridang Tugas

Guru PNS Sekolah Dasar Negeri Masing-Masing Kecamatan di
Kabupaten Sintang menunjukkan masih adanya kategori yang kurang

relevan bahkan tidak relevan.

. Aspek Efektivitas_Penempatan Dan Peémindahan Guru Sekolah Dasar

Negeri di Kabupaten Sintang masth belum efektif. Adanya sekolah yang
kelebihan /guru, namun di sisi lain masih banyak sekolahsekolah yang
kekurangan guru. Banyak kalangan guru yang berada di Kota Sintang
maupun 'di kecamatan sekitamvya, menilai bahwa kebijakan mutasi di
tempat kerja yang baru tidak sesuav/tidak memenuhi harapannya, sehingga

menolak untuk.dipindahkan:

. Aspek Efisisensi. L.emahnya sistern tata kelola rotasi atas lokasi kerja guru.

Besammya minat gury-untuk mengdjukan-mutast atau pindah lokasi kerja
terutama bagi guru-guruyang telah lama mengabdi kecamatan terjauh di
Kabupaten Sintang merapakan akumulasi dampak/ekses tidak terpolanya

rotasi kerja guru secara baik.

. Aspek Responsivitas. Responsivitas dalam Penempatan dan Pemindahan

Guru Sekolah Dasar Negeri masih menjadi dilema yang sulit jika dikaitkan
dengan aspek kemanusiaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dituntut
untuk lebih responsif terhadap keluhan guru dan mengajukan pindah

dengan berbagai alasan, namun pada disisi lain kecukupan dan
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ketersediaan guru di tempat tugas yang bersangkutan masih bclum

memenuhi standar yang diatur oleh kebijakan yang berlaku.

B. Saran

1. Dalam melakukan perencanaan dan penempatan Guru kelas, guru agama

dan guru penjaskes..perlu mempertumbangkan strategi yang dapat
dilakukan memasuki Era Revolusi Industri 4.0 menuntut semua
sistem berkemajuan. Tak | terkecuali yang Dberkaitan dengan
perencanaan_dan_penempatan Guru._Hal _tersebut sudah seharusnya
menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang
untuk dapat menyesuaikan melakukan perencanaan dan penempatan Guru
dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 saat ini, yaitu dengan menerapkan
pelayanan publik vang berbasis Teknolog! (digital). Dalam kaitannya
dengan revelusiindusin 4.0, pemanfaatan teknolegiinformasi dalam setiap
unsur /i tata kelolaspemenntahan, juga.merupakan salah satu penunjang
bagi aparatur sipil'negara (ASN) agar lebih bekualitas, inovatif, berdaya

saing, efektif dan efisien didalam melaksanakan tugas-tugasnya.

. Perlu dilakukan redistribusi guru sesuai dengan kebutuhan Guru kelas,

guru agama dan guru penjaskes di tiap-tiap kecamatan dan sekolah dengan

memperhatikan jumlah, dan pemenuhan jam mengajar minimal guru.

. Pengangkatan guru baru Guru kelas, guru agama dan guru penjaskes yang

mengalami kekurangan jumlah pengajar dapat dilakukan dengan

Per pust akaan Uni versitas Ter buka



Kol eksi

124

mempertimbangkan keberadaaan guru tidak tetap (GTT) yang telab
menutupi  kekurangan sebelumnya. Metode perhitungan ini  dapat
digunakan dalam perencanaan jumlah tenaga guru ataupun dalam

penentuan jumlah pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) baru.

. Penggabungan sekolah kecil dan sekolah satu halaman agar pengelolaan

sekolah dapat‘dikurangi secara signifikan, serta. penerapan pembelajaran
kelas rangkap {(multigrade teaching) untuk sekolah kecil yang tidak dapat

digabung.

. Pemerintah Kabupaten Sintang harus mengeluarkan Peraturan Daerah atau

Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut dan upaya untuk menguatkan serta
sebagai petunjuk pelaksana dari Peraturan Bersama [Lima Menteri Tahun 2011
tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil yang sesuai

dengan kondisi,di Kabupaten Sintang:

. Harus dilakukan sosialisast terkait [Peraturan-Bersama Lima Menteri Tahun

2011 ini, hal int sebagai upava untuk memahamkan dan memberi pengertian
kepada guru pentingnya kebyjakan mutasi ini demi kemajuan dunia

pendidikan.
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Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

. Bagaimanakah tingkat kecukupan distribusi guru SD di seluruh wilayah

Kecamatan dalam pelaksanaan kebijakan penempatan dan pemindahan guru
sekolah dasar negeri-oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Sintang?

. Bagaimanakah tingkat pemerataan distribusi guru SD di seluruh wilayah

Kecamatan dalam pelaksanaan kebijakan penempatan dan pemindahan guru
sekolah dasar negeri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Sintang?

. Bagaimanakah “tingkat ketepatan 'distribusi guru SD di seluruh wilayah

Kecamatan dalam pelaksanaan kebijakan penempatan dan pemindahan guru
sekolah dasar negeri oleh Dinas ' Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Sintang?

. Bagaimanakah tingkat Efektivitas peénempatan dan pemindaban guru sekolah

dasar negen oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang?

. Bagaimanakah tingkat Efisiensi kebijakan penempatan dan pemindahan guru

sekolah dasar negeri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Sintang?
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6. Bagaimanakah Responsivitas (tanggapan) tenaga pendidik dan kependidikan
terhadap pencrapan kebtjakan penempatan dan pemindahan gure sekolah

dasar negen oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang?
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Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI
Keterangan
] Indikator
Ruang Lingkup Yang Diteliti | Ada | Tidak | Pernah | Tidak
ada pernah
Mekanisme Kebijakan | Orientasi

Penempatan Guru Sekolah

Sintang

. Promosi
Dasar (5D) "oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten | Mutasi
Sintang
Demiosi
Upaya Pemerataan _ Gum | Upaya __yang
Sekolah Dasar telah
dilakukan
Upaya | yang
akan
dilakukan
Kendala-kendala Kendala
Penempatan Guru Sekolah | internal
Dasar (SD) oleh Dinas
o Kendala
Pendidikan Kabupaten
eksternal
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Lampiran 3

HASIL OBSERVASI
Ruang Lingkup Indikator Keterangan
Yang
N Ada | Tidak | Pernah Tidak
Diteliti
ada pernah
Mekanisme  Kebijakan | Orientasi v - v -
Penempatan Guru
Promosi v - v ;
Sekolah Dasar {SD) oleh
Dinas Pendidikan | Mutasi N 3 v i,
Kabupaten Sintang
Demosi v . v -
Upaya Pemerataan Guru | Upays vyang v - N, .
Sekolah Dasar telah
dilaknkan
bipaya vang 3 - v -
akan
dilakukan
Kendala-kendala Kendala \ - \ -
Penempatan Guru | internal
Sekolah Dasar (SD) oleh
. . Kendala y . y -
Dinas Pendidikan
. cksternal
Kabupaten Sintang
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Lampiran 3.1

TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA

Nama Mahasiswa : Dedy Mulyadi

NIM 530003743

Judul Evaluasi Kebijakan Penempatan Dan Pemindahan
Guru Sekolah Dasar Negeri Oleh Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Sintang

Nama Yang

Diwawancara :  Drs, Lindra Azmar, M.Si

Jabatan : «Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sintang

Tanggal ;28 Mei 2019

L.

Apa saja jenis guru yang harus ada pada jenjang pendidikan SD di
Kabupdten Sintang?

Jawab:

Guru kelas, guru agama dan guru penjaskes adalah tiga jenis guru yang
mutlak ada di sekolah dasar. Untuk dapat mengetahui berapa kecukupan
guru dalam suatu-lembaga pendidikan-maka-diperlukan kegiatan analisis
kecukupan guru. Melalui analisis kebutuhan dapat teridentifikasi
kebutuhan pendidikan nyata di lapangan dan sekaligus dapat diketahui
urutan prigntas darikebutuhan- kebutulian tersebut.

Menurut Bapak apa saja’ yang menjadi penyebab perubahan kebutuhan
tenaga guru 7

Jawab:

Perubahan terhadap jumlah, murd yang disebabkan oleh: (1) Perubahan
struktural dalam pendidikan, seperti batas usia yang diperbolehkan untuk
tingkat pendidikan téftentu, termasuk jumilah murid wajib belajar untuk
usia tertentu dan perubahan lamanya waktu belajar untuk menyelesaikan
tingkat pendidikan tertentu, perubahan jumlah penduduk dan
persebarannya, perubahan ratio enrolment jumlah penduduk usia sekolah
yang mengikuti pendidikan dengan jumlah usia sekolah secara
keseluruhan. (2) Peribahan rasio antara guru- itjurid yang disebabkan olch
perubahan jumlah murid rata- rata per kelas yang mungkin disebabkan
oleh kebijaksanaan pempinan dan kebijaksanaan nasional, perubahan
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fasilitas, perluasan gedung, metode belajar mengajar yang digunakan,
perubahan gari efektif sekolah, perubahan jam pelajaran per minggu, dan
perubahan jam wajib mengajar guru.

3. Apa saja yang menjadi tujuan kegiatan penataan dan pemerataan guri SD

di Kabupaten Sintang?
Jawab:

Tujuan kegiatan penataan dan pemerataan guru adalah memnbangun
komitimen, meningkatkan kemampuan, dan kerjasama untuk: 1) pernetaan
dan analisis kecukupan dan_kebutuhan guru pada tingkat satuan
pendidikan, kecamatan, dan kabupaten/kota; 2) identifikast alternatif, dan
3) menetapkan Kebijakan dalam penataan dan pemerataan guru.

. Upaya apa vang telah dilakukan untuk mencukupi kebutuhan guru SD di

Kabupaten Sintang?
Jawab:

Salah satu caranya yakni dengan megangkat guru berstatus Guru Tidak
Tetap (GTT). Untuk SD Negen yang memiliki siswa banyak tidak akan
mengalami keterbatasan dana untuk mengangkat gtira GTT. Sedangkdn SD
Negeri yang siswanya sedikit akan mengalami keterbatasan dana untuk
mengangkat guru GTT. Hal im1 Karena perhitungan dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) dilakukan berdasarkan jumlah siswa di SD
Negeri.

. Bagaimanakah relevansi/ketepatan dalam penempatan dan pemindahan

guru SD di Kabupaten Sintang?
Jawab:

Analisis relevanst latactbelakang peadidikan guru terhadap bidang tugas
vang diampu.merupakan analisis yang .melihat pada latarbelakang
pendidikan guru dengan bidang tugasyang diampu. Membandingkan {atar
belakang pendidikan dengan bidang tugas yang diampu apakah sudah
relevan atau belum. Guru yang menjabat sebagai guru kelas/guru mapel
dituntut harus relevan dengan latarbelakang pendidikannya.

. Bagaimanakah proses pengenalan atau orientasi guru SD di Kabupaten

Sintang?
Jawab:

Proses pengenalan atau orientasi guru SD di Kabupaten Sintang
mempunyai tujuan utama memberi informasi umum tentang organisasi
yang meliputi kultur, norma, tradisi, hak dan kewajiban, pekerjaan dan
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sebagainya. Sedangkan aspek-aspek dalam orientasi meliputi aspek
organisasi, aspek kepentingan, aspek ruang lingkup tugas, serta aspek
perkenalan.

. Apa saja yang menjadi Dasar/landasan pelaksanaan mutasi gurd SD di

Kabupaten Sintang?
Jawab:

Dasar/landasan pelaksanaan mutasi guru SD yang dipergunakan adalah
gabungan sistemn merit system dan seniority system. Merit System adalah
mutasi gure SD yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah,
objektif, dan hasil prestasi kefjanya, karena: output dan produktivitasnya
meningkat; semangat kKerja meningkat; jumiah kesalahan yang diperbuat
menurun; absensi dan disiplin guru SD semakin baik; serta jumliah
kecelakaan' akan meénufun. | Séniokily System: adalah mutssi yang
didasarkan atas landasan masa kerja, usia, dan pengalaman kerja dari guru
SD bersangkutan.

. Cara apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan mutasi guru SD di

Kabupaten Sintang ?
Jawab:

Cara vang dilakukan dalam pelaksanaan mutasi guru SD di Kabupaten
Sintang adalah mengpunakan “cara 1lmiah." Artinya mutasi dilakukan
dengan berdasarkan norma atau standar Kriteria tertentu, seperti analisis
pekerjaan; berorientasi pada kebutuhan yang riil/nyata; berorientasi pada
formasi riilvguru. SD; berorientasi pada tujuancyang beraneka ragam; dan
berdasarkamobjektivitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

. Bagaimanakah kebijakan demosi terhadap guru-SD?

Jawab:

Pada umumnya niemang demosi-dilaksanakan karena terkait dengan
pengenaan suatu sanksi disiphin guru SD. Misalnya, prestasi kerja yang
menurun, serta perilaku guru SD yang disfungsional atau tingginya tingkat
ketidakhadiran.

10. Apa saja hambatan eksternal mutasi guru SD di Kabupaten Sintang?

Jawab:
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Mutasi guru SD agak sedikit terhambat apabila terkait dengan Jetak
geografis, terlebih dengan faktor keluarga. Kendala-kendala lainnya
adalah, formasi tidak (belum) memungkinkan, Pengaruh senioritas, Soal
etis (etika), Kesulitan menetapkan standar-standar sebagai kriteria untuk
pelaksanaan.
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Lampiran 3.2

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : Dedy Mulyadi

NIM 530003743

Judul Evaluasi Kebijakan Penempatan Dan Pemindahan
Guru Sekolah Dasar Negeri Oleh Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Sintang

Nama Yang

Diwawancara :  Dra. Magdalena Ukis, M. Si

Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Sintang

Tanggal : 3 Juni 2019

1.

Apa saja yang diperiukan untuk menghitung kebutuhan guru SD di
kabupaten Sintang?

Jawab:

Untuk dapat menghitung kebutuhan guru sangat diperlukan data- data agar
hasilnya benar--benar.dapat mengambarkan-kebutuhan guru sesuai kondisi
bukan hanya sekedar menebak. Data yang diperlukan untuk menghitung
jumiah guc yang dibutuhkan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan,
Rata-rata jumlah jam. belajar siswa. per minggu, Rata- rata besar kelas
(class size), Rata- 1ata jumlah jam mengajar-guni'per mingpgu

Data lain-apa saja yang diperfukan untuk menghitung kebutuhan guru SD
di kabupaten Sintang?

Jawab:

Selain data<data di atas, ada beberapa data tambahan yang diperlukan
untuk dapat melakukan perhitungan kebutuhan guru, yaitu data dasar yang
dibutuhkan mencakup: Enrollment sekolah, jumliah jam perminggu yang
diterima murid seluruh mata pelajaran atay mata pelajaran tertenty, Beban
mengajar penuh guru perminggu, Besar kelas yang dianggap efektif untuk
menerima suaty mata pelajaran, Jumlah guru yang ada, Jumlah guru yang
akan pensiun atau berhenti atau karena sesuatu hal akan meninggalkan
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jabatan keguruan, Jenis sekolah dan jenjang sekolah yang memerlukan
gurn.

. Apa saja permasalahan dalam pemerataan guru SD di Kabupaten Sintang?

Jawab:

Beberapa masalah dalam pemerataan guru diantaranya adalah: 1) kurang
berfungsinya pengelolaan _ sumberdaya pendidik pada tingkat
kabupaten/kota; 2).sekolah hanya meiaporkan tentang kekurangan gumn,
jika ada kelebihan gura sekolah tidak melaporkan, 3) tidak ada kebijakan
disinsentif bagi sekolah yang kelebihan guru.

. Bagaimanakah cara atau mekanisme mutasi guru SD?

Jawab:

Cara mengurus/muiasi guru selaku PNS, baik pindah antar kecamatan,
antar kabupaten dan antar Propinsi. Hal pertama yang mesti diperhatikan
adalah alasan permohonan mutasi kita. Dan tentu perpindahan atau mutasj
kita akan lebih meningkatkan kinerja kita tentunya. Mengenai alasan untuk
pindah tugas memang harus tepat dan bisa diterima oleh pimpinan Kita,
namun yang terpenting yang harus diperhatikan adalah kita mesti mencari
dulu tempat“tugas baru yang lowong dan membutuhkan kita, misalnya
anda seorang gurlt kelas ingin pindah tugas dan SDN kecamatan A ke
kecamatan.B, maka anda harus memperhatikan;apakah SDN Kecamatan A
yang akan-anda tinggailkan tidak akan terganggw/kekurangan guru kelas,
jika anda meninggalkannya, dan guga apakah SDN di kecamatan B
memang membiifihkan Kelas.

. Jika persyaratan sudah terpenuhi langkah apa.yang selanjutaya dilakukan?

Jawab:

Jika itu sudah terpenuhi, silahkan mengurus mutasi. Hal lain yang mesti
anda perhatikan adalah menerapkan aturan bahwa PNSnya harus mengabdi
sekian tahun, misalnya 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun untuk bisa mengajukan
mutasi, dan jika wilayah tempat anda berdinas sekarang ini
memberiakukan aturan itu, dan anda belum cukup tahun untuk mutasi,
jangan coba-coba mengusul pindah tugas, karena itu tidak akan
dikabulkan.

. Bagaimanakah Proses pengenalan atau orientasi guru SD di Kabupaten

Sintang?
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Jawab:

Proses pengenalan atau orientasi guru SD di Kabupaten Sintang diawali
dengan pembekalan kepada Calon Pegawai Negeri Sipit (CPNS) Guru SD.
Pembekalan tersebut dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Sintang
bersama-sama dengan CPNS lainnya yang diterima pada formasi tahun
yang bersangkutan. Hanya saja, pembekalan yang dilakukan tersebut
masih bersifat umum, yaitu berupa penjelasan-penjelasan dan informasi
mengenai kondist Pemerintah Kabupaten Sintang, Struktur Organisasi
Perangkat Daerah (SOPD), pengenalan terhadap pejabat-pejabat struktural,
tata naskah dinas, serta tugas.pokok dan fungsi masing-masing unit kerja
yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang,

. Bagaimanakah kriteria yang biasa digunakan dalam promosi guru SD di

Kabupaten Sintang ?
Jawab:

Kriteria yang biasa digungkan dalam promosi guru SD di Kabupaten
Sintang adalah senioritas dan prestasi kerja. Promosi dengan menggunakan
kriteria/senioritas berarti bahwa guru SD yang berhak dipromosikan adalah
guru SD yang paling lama masa bekerjanya. Namun demikian, dalam
pelaksanaan promosi gurt SD tidak terlepas pula dan faktor non-teknis.
Misalnya kedekatan guru SD yang bersangkutan dengan pimpinan tertentu
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Smtang.

. Apa saja permasalahan dalam promosi dengan kriteria prestasi kerja guru

SD?
Jawab:

Harus/diakui,pula bahwa promosy dengan kritema-prestasi kerja ini sering
menimbulkan masalah. bagi gura S senior yang merasa bahwa mereka
febth berpemgalaman daripada ' guru SD.muda yang berprestasi tinggi,
namun menimbulkan metivasi tingei bagi guru SD lain sehingga mereka
muhghin berlomba untuk menunjukkan prestasinya. Kolemahan sistern
senioritas adalah mengurangi motivasi para guru SD muda yang
berprestasi, karena mereka harus menunggu giliran untuk promosi. Da sisi
lain belum tentu orang yang senior memiliki prestasi yang bagus atau
produktif.

. Apa saja yang menjadi sebab-sebab pelaksanaan mutasi guru SD di

Kabupaten Sintang ?

Jawab:
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Sebab-sebab pelaksanaan mutasi guru SD di Kabupaten Sintang
digolongkan atas permintaan sendiri (personnel transfers) dan alith tugas
produktif (production transfers). Mutasi atas permintaan sendiri adalah
mutasi yang dilakukan atas keinginan sendiri dari guru SD yang
bersangkutan dan dengan mendapat persetujuan dani pimpinan masing-
masing.

10. Apa isu stratgis dalam penyusunan program yang terkait dengan

Il

penempatan guru SD di Kabupaten Sintang?
Jawab:

Salah satu isu strategis yang direspons.oleh Dinas Pendidikan Kabupaten
Sintang dalam_penyusunan program yang terkait dengan penempatan guru
SD. Hal ini.disebabkan bahwa di Kabupaten Sintang adalah tenaga guru
SD belumsterdisinbusi dan: terdayagunaken secara optimal den merata
sesuai kebumuhan baik jumlah, spesialisasi, maupun profesionalismenya
yang antara lain disebabkan oleh belum adanya sistem pendataan dan
informasi yang handai.

Apa saja kendala dalam perpindahan guru SD yang sering terjadi ?
Jawab:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang telah merencanakan
formasi guri SD untuk setiap tahun anggaran, yang berarti jumiah
anggaran belanja guru SDnya telah ditetapkan. Perpindahan guru SD di
inar dinas (atas kemauan s¢ndin) dengan sendirinya akan sulit diterima
bagi lembaga yang diinginkan oleh guru SD karena tidak tersedianya dana
gaji. Sebaliknya bagivlembaga tempat 1a_bekena, perpindahan akan
menguntungkan karena adanya .kelebihan dana gaji yang dapat
dipergnnakann untuk menemma perpindahan guru SD lain atau dapat pula
lowongan. tgrsebut dipergunakann” untuk mencrima-guru SD baru, Oleh
karenanya prosedur.perpindaban guru SD di luar kedinasan menjadi rumit
dan memerlukan jangka Wakfu panjang.

12. Bagaimanakah mutasi pindah PNS Guru SD dalam wilayah kecamatan?

Jawab:

Dalam kondisi tertentu dapat dilakukan mutasi pindah PNS Guru SD
dalam wilayah kecamatan dalam rangka penataan personai untuk
kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas dengan
memperhatikan dan mempertimbangkanformasi dan bezetting PNS Guru
SD pada unit kerja yang bersangkutan, sepanjang situasi dan kondisi
memungkinkan.
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Lampiran 3.3

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : Dedy Mulyadi

NIM
Judul

530003743

Evaluasi Kebijakan Penempatan Dan Pemindahan
Gury Se¢kolah Dasar Negeri Oleh Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Sintang

Nama Yang
Diwawancara :  Soleman
Jabatan : Kepala Sekolah Dasar Negeri 15 Merah Arai Kec.

Kayan Hulu

Tanggal : 10 Juni 2019

1.

Menurut Pak Soleman bagaimanakah rasio guru SD dengan jumlah
rombongan belajar di Kabupaten Sintang?

Jawab:

Yang saya ketahui bahwa satu orang Gura Kelas PNS memiliki tanggung
jawab terhadap dua rombel yang ada di sekolah. Sehingga dapat dikatakan
kurang ideal,untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.
Rasio antara Guru Kelas PNS dengangumiah peserta didik dan rombel
mengalami perbedaan. Karena jika dilihat dari rasio guru dengan peserta
didik sudah'eukup layak, namun jika dilihatdari rasio guru dengan rombel
masih belum ideal untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran di
dalam kelas. Perbedaan tersebut disebabkan oleh tidak meratanya jumlah
peserta didik dalam setiap kelas yang ada. Dimana ada beberapa sekolah
yang memiliki besar kelas yang belum ideal.

Bagaimanakah tanggapan Pak Soleman terhadap ketersediaan/kebutuhan
guru dan jam mengajar?

Jawab:
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Untuk meningkatkan kualitas guru, maka guru diwajibkan memenuhi jam
mengajar di sekolah sesuai dengan peraturan pemenntah, dan ketika guru
kekurangan jam mengajar maka harus di mutasi ke sekolah lain atau ke
jenjang yang membutuhkan guru. Banyak diantara guru yang sudah
mengajar Jlama di sekolah yang lokasinya dekat dengan tempat tinggalnya
harus pindah ke sekolah baru yang sangat jauh di pinggiran wilayah
Kabupaten Sintang. Kenyataan yang ada, banyak guru yang tidak mampu
memenuhi ketentian jam mengajar tersebut, dengan kata lain tidak
tercapainya jam mengajar minimal dalam proses belajar mengajar yang
diternpuh tersebut. Terdapat pula kasus guru yang mengampu Bidang Studi

yang bukan menjadi keahlian dari guru tersebut.

. Bagaimanakah tanggapan Pak Soleman terhadap pengangkatan guru SD

guna mewujudkan kecukupan kebutuhan guru?

Jawab:

Terbatasnya dana BOS yang diterima sekolah menyebabkan dana yang
dapat dialokasikan vntuk mengangkat guru GTT makin terbatas. Keadaan
ini menyebabkan kekurangan guru dengan pengangkatan guru GTT tidak
dapat mengatasi kekurangan guru'secara keselurahan. Kondisi kekurangan
guru/ini“menyebabkan ‘adanya, perangkapanstugas guru atau pemberian

tugas'mengajar kepada guru yang tidak berwenang:

. Bagaimanakah tanggapan Pak Seleman terhadap relevansi/ketepatan guru

SD terhadap bidang studi?

Jawab:

Kesenjangan latarbelakang pendidikan guru terhadap bidang studi yang
diampu akan berpengaruh pada kompetensi guru yang dimiliki tidak sesuai
dengan bidang studi yang sedang diampu. Kemungkinan guru tidak
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tentu akan berdanipak pada proses pembelajaran yang kurang maksimal.
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Lampiran 3.4

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mabasiswa : Dedy Mulyadi

I.

- NIM 530003743

Judul Evaluasi Kebijakan Penempatan Dan Pemindahan
Guru Sekolah Dasar Negeri Oleh Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Sintang

Nama Yang

Diwawancara : M. Demosiadi :

Jabatan : Guru SDN 6 Nanga Sekapat Kec. Ketungau Tengah

Tanggal : 17 Juni 2019

Bagaimanakah tanggapan terhadap rencana pemindahan dan penempatan
guru 5D Negeri?

Jawab:

Pemimdahan dan-penempatan gumu-SD-Negeri-sebaiknya dilakukan secara
merata sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Tapi, pada
kenyataannya sekolah.yang berada di.daerah selalu saja kekurangan guru
dikarenakan guru banyak atau menumpuk didaerah perkotaan. Tentu hal
ini memeriukan pernikiran dan kebiyakan dari pemerintah yang berwenang
untuk dapat mengatasi dan menempatkan guru secara merata di setiap
sekolah.

Bagaimanakah tanggapan terhadap pemenuhan kebutuhan guru SD
Negen?
Jawab:
Untuk pemenuhan kebufuzhan guru SD Negeri masih dirasakan kurang
karena belum adanya guru mata pelajaran pendidikan agama dan

penjaskes.
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Kebutuhan guru setiap sekolah paling thdak antara lain

a.  Guru Umum : 6 orang (terdiri dari | kepala sekolah 5 orang guru PNS)
b. Guru Agama : 3 Orang (tidak ada)

¢. Guruy Olgh Raga : | orang (tidak ada)

Jadi, kebutuhan guru di suatu sekolah idealnya 10 orang guru ditambah 1
crang kepala sekolah.

. Bagaimanakah tanggapan terhadap usulan pindah*dan guru SD Negeri?

Jawab:

Usulan pindah adalah hak setiap guru, namun tentu ada aturan atau
kriterianya, paling fidak guru yang bersangkutan sudah bertugas disuatu
sekolah "minimal selama 5 sampar dengan 10 tahun. Tapi, pada
kenyataannya ada guru yang baru bertugas kurang lebih 2 tahun sudah
dapat mengusuikan pindah. Tentu dalam hal ini pihak yang berwenang
harus dengan " selekif untuk mempertimbangkan permohonan pindah
tersebut kargna akan berimbas pada sekelah yang ditinggalkan. Selain itu,
ada juga vang sudah lama bertugas lebih dasi-15tahun tetapi sulit untuk
pindah'padahal secara aturan gum tersebui-sudah™layak untuk pindah.
Intinya “adaiah kedekatan gutu jyang bersangkutan dengan pemangku
kepentingan mudah atausulitnya untuk pindah sekolah.
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SALINAN

PERATURAN BERSAMA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI AGAMA

NOMOR 05/X/PB/2011

NOMOR SPB/03/M.PAN-RE/10/2011
NOMOR 48 Tahun 2011

NOMOR 158/PMK.01/2011

NOMOR 11 Tahun 2011

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGER! SIPIL

DENGAN'RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER! PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERINEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERIKEUANGAN, DAN'MENTERIAGAMA,

Menimbang

d.

bahwa berdasarkan data guru, terdapat kekurangan atau
kelebihan guru pada satuan pendidikan, pada suatu
kabupaten/kota, dan/atau provinsi serta adanya alih fungsi
gury sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guns
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis
pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi;

bahwa untuk menjamin pemerataan guru antarsatuan
pendidikan, antarjenjang, dan antarienis pendidikan,
antarkabupaten/kota, dan/atau antarprovinsi dalam upaya
mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan
formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan
nasional, guru pegawai negeri sipil dapat dipindahtugaskan
pada satuan pendidikan di kabupaten/kota, dan provinsi lain;
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Kol eksi

Mengingat :

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan
Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Mefteri
Agama tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai
Negeri Sipil;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara ~Republik pindonesia.»Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah-diubah terakhir dengan-Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran NegarasRepublik Indonesia Tahun
2008 Nomer. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiasNomor 4844);

Undang-Undang | Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan.. _Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916},
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nemor 54 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
122, Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan

Pemberhentian Pegawai-Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),
sebagaimanawielahodiubahterakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Vewenang Pengangkatan, FPemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

9. 'Peraturan Pemerintah Nemor 74 Tahun 2008 tentang Guru
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4941);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelclaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara. Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor
5105), 'sebagaimana telah diubah " dengan Peraturan
RPemernntah Nomor /66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik “Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambabhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI,

MENTERI KEWANGAN; DAN MENTERI AGAMA TENTANG
PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI

SIPIL.
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Kol eksi

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.

2. Guru Pegawai Negen Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang
berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

3. Penataan guru PNS adalah proses menata uiang agar rasio, kualifikasi akademik,
distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing
satuan pendidikan.

4. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antarsatuan pendidikan,
antarjenjang, antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi
dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan
satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.

5. Satuan pendidikan adalah kelompok-layanan-pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis
pendidikan.

6. Pemerintah adaiah Pemeriniah Pugat.

7. Pemerintah daerah_adalah pemerintah ‘provinsi, pemerntah kabupaten, atau
pemerintah kota.

Pasal 2

Ruang lingkup guru PNS yang dimaksud dalam Peraturan Bersama ini adalah guru
kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/konselor pada satuan
pendidikan taman kanak-kanaktaman kanak-kanak |uar biasafraudhatul
athfalbustanul athfal, sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa/madrasah ibtidaiyah,
sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa/madrasah
tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/sekolah menengah atas luar biasa/sekolah
menengab kejuruan/madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan dan bentuk lain yang
sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
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(1)

(2)

(3)

(4)

)

(6)

@)

(8)

BAB {|
KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Pasal 3

Menteri Pendidikan Nasional menetapkan kebijakan standardisasi teknis dalam
penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan
antarjenis pendidikan secara nasional.

Menteri Pendidikan Nasionai mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan
guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan untuk
penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan
antarjenis pendidikan .antarprovinsi, antarkabupaten/kota pada provinsi yang
berbeda berdasarkan data pembanding dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menteri Pendidikan Nasional berkoordinasi dengan Menteri Agama dalam
memfasilitasi penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,
antarienjang, dan antarjenis pendidikan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Menteri Agama membuat perencanaan, penataan, dan pemerataan guru PNS
antarsatuan pendidikan, antarienjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi
tanggung jawabnya.

Menteri Datam Negeri:

a. mendukung pemerintah _daerah dalam hal penataan dan pemerataan guru
PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan untuk
memenuhi standardisasi teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan
Nasional,

b. memasukkan unsur penataan. dan pemerataan guru PNS antarsatuan
pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan.menjadi bagian penilaian
kinerja pemerintah daerah.

Menten Keuangan mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan

pendidikan, antarjenjang, danw.antarjenis~pendidikan sebagai bagian dari

kebijakan penataan PNS secara nasional melalui aspek pendanaan di bidang
pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,

antarjenjang, dan antarjenis pendidikan melalui penetapan formasi guru PNS.

Gubemur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya membuat
perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,
antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi tanggung jawab masing-
masing:
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(1)

(2)

3)

(4)

)

(6)

(7)

(1)
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BAB i
KEWENAN(GAN PEMERINTAH PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA

Pasal 4

Gubernur bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan
guru PNS antarsatuan péndidikan, antarjénjang, dan antarjenis pendidikan pada
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi yang
kelebihan atau kekurangan guru PNS.

Bupati/Walikota bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan
pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis
pendidikan di satuan pendidikan yang. diselenggarakan oleh pemerintah
kabupaten/kota yang kelebihan dan kekurangan guru PNS.

Gubemur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk
penataan dan pemerataan guru PNS_antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan
antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.
Bupati/Walikota mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS
untuk penataan danpemeraiaan guru PNS-aniarsaiuvanpendidikan, antarjenjang,
dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.

Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS
antarsatuan pendidikan, antarénjang, dan amarjenis pendidikan sésuai dengan
kebutuhan dan ‘kewenangannya untuk penataan dan pemerataan
antarkabupaten/kota dalam satu wilayah ‘provinsi.

Penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan
antarienis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
berdasarkan pada analisis._kebutuhan 'dan persediaan guru sesuai dengan
kebijakan standardisasirteknis yang ditetapkan oieh Menteri Pendidikan Nasional.

Analisis kebutuhan.sebagaimana:dimaksud pada ayat (6).disusun dalam suatu
format laporan yang dikinmkankepada Menten'Pendidikan Nasional dan Menteri
Agama sesuval dengan. kewenangannya masing-masing dan diteruskan ke
Menteri Dalam Negen, MenterisNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS

Pasal 5

Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menten
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri
Keuangan memantau dan mengevaluasi secara bersama-sama pelaksanaan
penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan
antarjenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
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(2)

(3)

(1)

(2)

()

(4)

(1)

(2)

Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Dalam Negen, Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri
Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing memantau dan
mengevaluasi secara spesifik pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS
antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan.

Gubernur memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penataan dan pemerataan
guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarpendidikan di
kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru
PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan secara
teknis di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh
Menteri Pendidikan Nasional.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru
PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan secara
umum dilaksanakan ‘oleh Menteri Dalam Negeri.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru
PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada
satuan pendidikan yang diselenggarakan eleh Pemerintah di lingkungan
Kementerian Agama dilaksanakan oleh Menteri Agama:

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru
PNS antarsatuan_pendidikan,.antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di
pemerintah kabupaten/kotadilaksanakan oleh.Gubernur.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,
antarjenjang, antarjenis pendidikan, atau antarprovinsi pada satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada APBN sesuai dengan
mekanisme yang herlaku.

Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,
antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota dalam satu
provinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi
dibebankan pada APBD provinsi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
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3)

(1)

(2)

(3)

4

©)

(6)

Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,
antarjenjang, atau antarjenis pendidikan antarkabupaten/kota, atau antarprovinsi
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota
dibebankan pada APBD kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB Vi
PELAPORAN PENATAAN DAN PEMERATAAN

Pasal 8

Bupati/Walikota membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan guru
PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di
wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat bulan
Februari tahun berjalan:

Gubernur mengusulkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,
antarjenjang, danantasjenis. pendidikan  diwilayahnya kepada Menteri
Pendidikan Nasional melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan
Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat
bulan Maret tahun berjalan.

Bupati/Walikota membuat-{aporan peiaksanaan penataan dan pemerataan guru
PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan__aniarjenis pendidikan di
wilayahnya dan menyampaikannya kepada.Gubernur paling lambat bulan April
tahun berjalan.

Gubernur melaporkan pelaksanaan penataanodan pemerataan guru PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri-Pendidikan Nasional
melalui Lembaga Penjaminan, Mutu. Pendidikan (LPMP) dan Menteri Agama
sesuai dengan kewenangannya masing-masing paling lambat bulan Mei tahun
berjalan dan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri
Keuangan.

Menteri Agama menyampaikan informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan
penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan
antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya dan menyampaikannya kepada Menteri
Pendidikan Nasional, Mentern Keuangan, dan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling iambat bulan Mei tahun berjalan.

Berdasarkan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Menteri Pendidikan Nasional melakukan evaluasi dan
menetapkan capaian penataan dan pemerataan guru PNS secara nasional
paling lambat bulan Juii tahun berjalan.
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7

(1)

(2)

3)

4)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Menteri
Pendidikan Nasional kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam
Negeri untuk dijadikan bahan pertimbangan datam pengambilan kebijakan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 9

Menteri Pendidikan Nasional menghentikan sebagian atau seluruh bantuan
finansial fungsi pendidikan dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian
terkait sesuai dengan kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi kepada
Bupati'Waliketa atau Gubarnur yang tidak melakukan perencanaan, pelakeanaan,
dan pelaporan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,
antarjenjang, atau antarjenis pendidikan di daerahnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas
dasar rekomendasi' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunda pemberian
formasi guru PNS kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Keuangan atas dasar rekomendasi sebagatmana dimaksud pada ayat
(1) dapat melakukan penundaan penyaluran dana perimbangan kepada

pemerintah provinsi dan-pemerintah kabupalen/kota“sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Menteri Dalam Negeri-atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memberikan peniiaian,kinerja kurang baik dalam penyelenggaraan
urusan penataan danpemerataan  guru PNS.sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bersama ini diatur
febih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negen,
dan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing,
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10

Pasal 11

Peraturan Bersama ini mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari tahun 2012.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI

BIROKRASI,
TTD. TTD.
MOHAMMAD NUH E. E. MANGINDAAN
MENTERI DALAM NEGERY, MENTERI' KEUANGAN,
TTD. TTD.
GAMAWAN FAUZI AGUS D. WoMARTOWARDOJO

MENTERI'AGAMA,

TTD.

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 610
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Sekretaris Jenderal Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris
Kementerian Kementerian Jenderal Jenderal Jenderal
Pendidikan Nasionai Negara Kementerian Kementerian Kementerian
Pendayagunaan Keuangan Dalam Negeri Agama
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birckrasi
A. Pengerang Ramli Naibaho | Soegeng Abdullah Ahmad Lutfi
Wardoyo Akhmad
Syafei
setuju setuju Setuju setuju Setuju
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Program Studi . 52- Magister Administrasi Publik

Bermaksud akan melaksanakan pengumpulan data  penelitian Tugas Akhir
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Evaluasi Kebijakan Penempatan dan Pemindahaan Guru Sekolah Dasar Negeri
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PEMERINTAH RABUPATEN SINTANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : J{ DR, Wakidin Sudirohusodo Telp (0565) 21605 — 21606

SINTANG

Kol eksi

Sintang, 15 Maret 2019

Kepada
Nomor © 420/ o 5[_)1_;’DISDIKBUD-B/2019 Yth. Direktur Universitas Terbuka
Sifat . Segera di-
Lampiran ;- SINTANG

Perihal . Jawaban Permohonan Izin Penelitian

Dengan hormat,

Menyikapi Surat Direktur Universitas Terbuka Pontianak Nomor
:0527/UN31.UPBJJ.20/KM/2019, tanggal 11 Maret 2019, penihal Permohonan lzin Penelitian a.n.
DEDY MULYADI, NIM. 530003734 Program Studi S-2 Magister Administrast Publik, dengan ini
kami dan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang pada dasarnya TIDAK
KEBERATAN atas permohonaniersebut.

Demikian surat jawaban'pesmohonan izin penclitiancini kami buat, atas kerjasamanya kami

ucapkan tenima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDLKAN DAN KEBUDAYAAN
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